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ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan fenomena bahwa
sepanjang tahun 2021 ini Pemerintah Kota Pekanbaru menertibkan sebanyak 120
lebih tiang dan objek reklame ilegal. Sifat dari ilegalnya tiang dan objek reklame
tersebut adalah tiang.dan_objek reklame itu berdiricatau dipasang oleh pemilik
tiang reklame pada diatas badan.jalan dan bukan diatas tanah yang memiliki izin
mendirikan_bangunan_(tiang reklame), sehingga hal tersebut menyalahi aturan
hukum. Akibatnya ratusan tiang dan objek reklame illegal ini akan dilelang oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam_skripsi yang berjudul|*Analisis Pelanggaran Prosedur Pemasangan
Reklame dan PenerapansSanksi Oleh Pemerintah/Kota Pekanbaru” ini dibahas di
permasalahan, yaitu: Bagaimanakah Bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan
Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru dan Bagaimanakah Penerapan Sanksi
olen Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pemasangan - Reklame yang
Melakukam Pelanggaran Perizinan Pemasangan Reklame di Kota Pekanbaru.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalah tersebut
di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis
(empiris), yaitu yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti
melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari
dekat kegiatan-yang dilakukan. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini
bersifat deskripstif analitis.

Hasil dari penelitian menunjukkan Pelaku pemasang reklame illegal terang-
terangan memasang reklame bahkan dengan ukuran yang sangat besar di kawasan
yang telah ditentukan oleh pemerintah bahwa Kawasan itu merupakan “Kawasan
Bebas Reklame”. Reklame illegal inirdipasang-di tempat-tempat umum. Bentuk
pelanggaran selanjutnya, Pelaku pemasang reklame illegal ini memasang reklame
di tempat yang tidak yang dia anggap “aman”. Tempat tersebut yaitu terletak di
pinggir jalan, di antara batas tanah pertokoan milik pribadi dengan tanah milik
pemerintah lebih tepatnya dipinggir jalan raya, bahkan dipinggir parit/selokan.
Peraturan mengenai. sanksi tegas atas Pelanggaran Prosedur Perizinan
Pemasangan Reklame hingga saat ini belum ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena
tidak adanya aturan hukum wyang" mengatur tentang sanksi bagi Pelaku
Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame, menyebabkan terjadinya
kekosongan hukum mengenai pelanggaran pemasangan reklame di Kota
Pekanbaru.

Kata Kunci: Pelanggaran, Perizinan, Reklame



ABSTRACT

Based on observations in the field, a phenomenon was found that
throughout 2021 the Pekanbaru City Government ordered more than 120 poles
and illegal billboard objects. The nature of the illegality of the pole and the object
of the billboard is thatthe pole and object of the billboard is standing or installed
by the owner of the billboard-on_the road.and not on land. that has a building
permit (bill_bill), so.that this violates the rule of law. As a result, hundreds of
poles and objects of illegal advertisements will be auctioned by the Pekanbaru
City Government.

In this_thesis, entitled. ~“Analysis of Violations of Billboard Installation
Procedures and the Application of Sanctions by the Pekanbaru City Government”,
this problem is discussed, namely: What is the Form of Violation of the Licensing
Procedures for Installing Billboards in Pekanbaru City and How is the
Application of Sanctions by the Pekanbaru City Government to the Installation of
Billboards forViolation of Permits? Advertisement Installation in Pekanbaru
City.

The method used to answer the problems mentioned above is to use a
sociological (empirical) legal research method, which is a data collection
technique, where researchers make direct observations of the research object to
see closely the-activities carried out. Meanwhile, judging from its nature, this
research is descriptive analytical.

The results of the study show that the perpetrators of illegal billboards
blatantly place billboards even with very large sizes in areas that have been
determined by the government that the area is an "advertise-free area"”. These
illegal advertisements are installed /inrpublic.places. The next.form of violation is
that the perpetrators of these illegal billboards place billboards in places that are
not considered “safe". The place is located on the side of the road, between the
boundaries of privately-owned shopping areas and government-owned land, more
precisely on the "edge of the highway, even on the. edge of a ditch/ditch.
Regulations regarding strict sanctions for Violation of the Licensing Procedure
for the Installation of Advertisements do not yet exist in Pekanbaru City. Due to
the absence of legal rules governing sanctioens for Perpetrators of Violation of the
Licensing Procedure for the Installation of Billboards, there is a legal vacuum
regarding violations of the installation of billboards in Pekanbaru City.

Keywords: Violation, Licensing, Advertising
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PENDAHULUAN

melindungi

untuk memajukan kesejahteraa | laske pan bangsa dan ikut
melaksanakan ke ; ' abadi dan keadilan
sosial.
ebut sangatlah besar

serta unsur-unsur

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah
daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing”. Selain
itu dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah
diberikan peluang untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya dengan prinsip

otonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan
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daerah yang bertujuan mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara
khusus kewenangan pemerintah daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang ini diatur

tangganya.

Dala

mewujudka

lain adalah b3

Hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi
kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan (fairness) seperti
persamaan didepan hukum, standar sikap pemerintah adalah perlu untuk
memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. (Saleh,

2022, p. 134)



Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau alat bagi
pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang
mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Perizinan juga
merupakan instrumen bagi-perlindungan.-hukum- atas. kepemilikan atau
penyelenggaraan  kegiatan. Sebagai . instrumen pengendalian.. perizinan
memerlukan rasionalitas yang«jelas: dan tertuang dalam bentuk kebijakan
pemerintah sebagai sebuah acuan. (Sutedi, 2011, p. 5)

Dalam konteks inilah, suatu tindakan intervensi pemerintah dalam bentuk
perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintah yang utama, yakni fungsi alokatif,
fungsi distributif, dan fungsi stabilitas. Instrumen perizinan yang ketat tidak
mustahil akan-mendorong pada aktivitas informal dalam ekonomi atau yang
sering disebut sebagail black market economy, tetapi perizinan yang terlalu longgar
juga akan mendorong pada-tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh
masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise (kelelahan)
ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak
terkendali. Oleh " karena  itu, sebuah mekanisme perizinan harus
mempertimbangkan keseimbangan “antara kepentingan Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dan kepentingan koorporasi serta kepentingan individu yang
mengakselerasi kegiatan ekonomi. (Sutedi, 2011, pp. 5-6)

Apabila sistem pemerintahan telah tertata rapi dan sistematis, maka hal
tersebut harus diikuti pula dengan pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan
sistematis pula. Salah satu bentuk pelayanan publik yang ada dan dilaksanakan di

Indonesia adalah pelayanan dalam bidang perizinan. Pelayan publik dalam bidang



perizinan diberbagai bidang diatur rapi dan sistematis. Prosedur pengurusan
berbagai perizinan ini berbeda-beda setelah diberlakukannya undang-undang
pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kewenangan
sendiri dalam mengaturnya secara otonom. Namun secara garis besar, persyaratan
administratif pengurusan perizinan ini_ hampir sama untuk setiap daerah. Pelayan
publik dalam bidang perizinan, di negara: Indonesia salah satunya dilaksanakan
oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak
bermunculan usaha-usaha bisnis di daerah perkotaan seperti kota Pekanbaru.
Usaha-usaha bisnis ini tentunya perlu mengantongi izin dari pemerintah setempat.
Salah satu usaha yang perlu mengantongi izin adalah Reklame. Setiap daerah
memiliki potensi untuk pemasangan reklame dan setiap daerah memiliki peraturan
yang mengatur izin pemasangan reklame. Izin, reklame dapat diartikan sebagai
izin dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat untuk mendirikan
reklame. (Hemawati, 2018, p. 3)

Reklame memegang peranan penting dalam dunia bisnis khususnya dalam
bidang pemasaran. Keberhasilan bisnis..ditentukan oleh cara pengusaha
memasarkan produk dan layanan mereka. Dengan demikian, para pengusaha
menggunakan baliho sebagai sarana pemasaran produk dan jasa yang mereka
hasilkan. Reklame dan bentuk promosi lainnya berguna tidak hanya bagi para
pengusaha di bidang pemasaran, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat umum
untuk mengetahui produk dan jasa yang ikut menentukan apakah orang akan

membeli produk dan jasa tersebut atau tidak. Reklame merupakan salah satu



media pemasaran yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara pengusaha
dengan masyarakat sekitar, pejalan kaki dan wisatawan untuk memasarkan produk
dan jasanya, agar reklame akan diberlakukan secara eksternal. (Amir, 2017, p. 1)

Penyelenggara reklame-biasanya memilih ruang terbuka di kota untuk
mendirikan baliho karena dirancang secara strategis agar banyak orang dapat
melihat pesan yang disampaikan: {Kawasan strategis terutama yang berada pada
perempatan jalan. Sedangkan untuk pemasangan iklan tidak bisa dilakukan
sembarangan. Pemasangan reklame harus menjunjung tinggi keindahan
lingkungan dan tidak bertentangan dengan norma agama, Kketertiban, keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan sesuai dengan tata kota. Oleh karena itu, harus ada
aturan dalam pengelolaan reklame untuk menciptakan ketertiban dalam semua
pemasangan reklame. (Amir, 2017, p. 1)

Berkembangnya pembangunan khususnya pemasangan tiang papan reklame,
baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah
yang salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan
dan penataan reklame. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap
bentuk keruangan wilayah yang bersangkutan; baik secara fisik maupun non fisik,
sebagai wadah kegiatan manusia didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak
ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan
penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Apabila dilihat dari penataan kota masih
banyak papan reklame yang manyalahi aturan yang ada. (Suri, 2018, p. 176)

Salah satu kota yang memiliki kawasan reklame yang cukup banyak yakni

Kota Pekanbaru. Pemasangan reklame di Kota Pekanbaru harus berdasarkan
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Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Reklame. Dalam Pasal 1 Ayat (51) dikatakan bahwasanya “Penyelenggaraan

Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/ pemasangan/ pembuatan

Peraturan Wali Kota Pekank entang Penyelenggaraan

Reklame enyelenggara

Reklame a reklame baik
untuk dan a yang menjadi
tanggungant

Pema

maka akan dikenakan sanksi administratif dari pemerintah Kota Pekanbaru.
Penerapan Sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi administratif, yaitu sanksi
yang dikenakan  bagi  penyelenggara  reklame yang  melakukan
penyelenggaraan/pemasangan reklame tanpa izin dari pemerintah. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (8) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun

2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame, yang menyatakan bahwasanya



“Terhadap Reklame yang sedang tayang dan tidak mempunyai izin tayang, Tim
Pengawas akan memberikan Surat Peringatan dan apabila dalam jangka waktu 3
(tiga) hari pihak penyelenggara reklame tidak melakukan pengurusan izin tayang,
maka Tim Pengawas akan melakukan penurunan objek reklame tersebut”.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan fenomena bahwa
sepanjang tahun 2021 ini Pemerintah: Kota Pekanbaru menertibkan sebanyak 120
lebih tiang dan objek reklame ilegal. Sifat dari ilegalnya tiang dan objek reklame
tersebut adalah tiang dan objek reklame itu berdiri atau dipasang oleh pemilik
tiang reklame diatas badan jalan dan bukan diatas tanah yang memiliki izin
mendirikan bangunan (IMB) untuk menegakkan tiang reklame tersebut, sehingga
hal itu telah menyalahi aturan hukum. Akibatnya ratusan tiang.dan objek reklame
illegal ini akan dilelang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Mengapa pelanggaran
aturan pemasangan tiang dan_objek reklame ini, begitu menjamurnya di Kota
Pekanbaru atau mengapa prosedur pemasangan tiang dan objek reklame banyak
yang dilanggar oleh pemilik tiang dan objek reklame yang ada di Pekanbaru.
Apakah syarat-syarat pemasangan tiang dan objek reklame yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru begitu ‘susah.dan berat, sehingga menyebabkan
pengusaha atau pemilik tiang dan objek reklame mengalami kesulitan sehingga
mereka melakukan pelanggaran prosedur dalam mendirikan tiang dan objek
reklame sebagaimana marak berdirinya tiang dan objek reklame yang illegal atau
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kota Pekanbaru.
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Kepala Bapenda menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) kategori izin dalam
reklame ini, yaitu: 1) Wajib Pajak bayar pajak punya izin, 2) Wajib Pajak tidak

bayar pajak tapi punya izin, 3) Wajib pajak bayar pajak tapi tidak punya izin, dan

berdirinya zin aau illegal

tersbeut, se yang banyak
dilakukan p

Berd an penija latar belakang di 3 enjadi alasan utama

maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai objek penelitian agar pembahasan tidak jauh
dari objek penelitian yang akan penulis bahas dalam Karya ilmiah adalah :

1. Bagaimanakah Bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan

Reklame di Kota Pekanbaru?
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2.  Bagaimanakah Penerapan Sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap
Pemasangan Reklame yang Melakukam Pelanggaran Perizinan Pemasangan

Reklame di Kota Pekanbaru?

penelitian me l 3 - . litian, adapun

Tujuan dan

Penelitian ini berguna untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh
gelar sarjana hukum pada Program Studi IImu Hukum Fakultas
Hukum di Universitas Islam Riau.

b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
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c. Penelitian ini berguna memperluas dan menambah pengetahuan
penulisan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai Prosedur

Perizinan Pemasangan Reklame dan Jangka Waktu Pemasangan

nksi oleh Pemerintah

memiliki

D.

g atas sebuah
proposal at ab pada bab ini
juga mengu upakan sebagai
landasan da g penting, yang
memberikan alah yang akan
dibicarakan d sebar dan mandiri
dapat diintegra: teori memberikan
penjelasan dengan sud. Harus ditekankan
bahwa apa yang disebut teo antara dua fakta atau lebih, atau

urutan fakta dengan cara tertentu. Faktanya adalah sesuatu yang dapat diamati dan
umumnya diuji secara empiris. Dalam bentuk teori yang paling sederhana adalah
hubungan antara dua atau lebih variable yang telah diuji kebenaranya.
1. Teori Hukum Administrasi Negara (HAN)

Istilah Hukum Administrasi Negara berasal dari Belanda, vyaitu

‘Bestuursrecht’ atau ‘administratif recht’ artinya lingkungan

10
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administrasi/kekuasaan yang berada di luar yudisil dan legislatif, di Perancis
disebut ‘Droit Administrative’, di Inggris disebut ‘Administrative Law’. Istilah

hukum administasi negara adalah terjemahan dari ‘administratif recht’ juga

warganya ac a jar 10 negara itu sendiri.

Hukum ad of: mempunyai 2

a. atu 3 3 enga pagaimana alat-alat

sebagai berikut :
a. Regeling
Regeling ialah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hukum

publik berupa pengaturan umum atau abstrak. Peraturan yang dimaksud bisa
berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, melalui peraturan ini, keinginan pemerintah

atau pemerintah sendiri dapat dipenuhi bersama dengan lembaga legislatif.

11
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Langkah yang diambil pemerintah yang dilakukan dalam bentuk regulasi
atau penerbitan regulasi merupakan kewajiban hukum yang ditegakkan oleh

pemerintah dengan menerbitkan regulasi umum. Yang dimaksud secara

o
Istilah Freies Er . ) berasal da a “frei’ yang artinya bebas, tidak
terikat, tidak terikat dan mandiri. Sedangkan ermessen yang dimaksud
adalah merenung, menilai, mencurigai dan memperkirakan. Freies Ermessen
dengan demikian berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai,

mencurigai dan mempertimbangkan berbagai hal. Istilah ini paling sering

digunakan di bidang pemerintahan untuk merujuk pada sarana yang

12
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memungkinkan pejabat atau lembaga pemerintah mengambil tindakan tanpa
terikat sepenuhnya oleh hukum.. (Ridwan, 2018)

HAN adalah seperangkat peraturan yang mendukung penyelenggaraan

enggara negara
administrasi
yang mengatur
hukum yang

au pemerintah

2.

pemerintah yakni
dalam arti se finisikan sebagai
suatu bentuk o ankan suatu sistem
pemerintahan, seda n sebagai suatu badan
persekumpulan yang memi untuk mengelola, menjalankan

manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. (Pemerintah,
2014, p. 1)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemerintah memiliki arti
sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial,
ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas

13
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dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk
mecapai tujuan negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan

merupakan pemeri \WE r mencakup
kewenangan

peradilan, monete a, serta seperti: kebijakan

Pemerintah identik dengan perintah. Perintah memuat 4 (empat) unsur yang
terdiri dari :
a. Ada dua pihak yang terlibat.
b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau
pemerintah.

c. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,

14


https://pemerintah.net/
https://pemerintah.net/

N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. (Syafiie, 2011, p. 61)

Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang

memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang

sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.

c. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas
dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan
dalam pemerintahan.

d. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah

dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas

15



pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.
(Sumaryadi, 2010, p. 18)

Selain kata pemerintahan, ada juga kata kepemerintahan, yang menurut
Ndraha diartikan.sebagai segala. sesuatu yang-menyangkut. keadaan pemerintah
(Ndraha, 2005, p. 141). Lebih lanjut dikatakan bahwa kata government dapat
diartikan sebagai pemerintah_(the governing body of persons in a state) dan bisa
juga diartikan pemerintahan (the political direction and control exercised over the
action of the members, citizens or inhabitans of communities, societies, and state).

Kata governance menurut leksikografi diartikan juga sebagai government,
exercise of authority, control; method or system of government. Baik government
maupun governance berasal dari kata govern (memerintah, dari-Latin; gubernare,
gerik; kybernan, to steer, mengemudi kapal, dan sebagainya). Governing terjadi
dan terdapat di'mana-manasdan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial,
termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai
“polity”. Governing (dalam) “polity” disebut “openbaar bestuur” (Sumaryadi,
2010, p. 19).

Masih menurut sumber yang sama,-hubungan antara government dengan
governance diungkapkan oleh Leo Fonseka dalam Good governance..... while the
term government indicates a political unit for the function of policy making as
distinguished from the administration of plicies, the word governance denotes an
overall responsibility for both the political and the administrative functions. It
also implies ensuring moral behavior and ethical conduct in the task of governing

i.e. the continous ethical exercise of authority on both the political and

16
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administrative units of governments. Kata governance (policy making, regeren,
mengatur dan administration, besturen, mengurus) lebih luas daripada government

(policy making saja).

izin, peng : : ] k melakukan

perbuatan-

kepenting

Perizinan-iala WU elaksanaa gaturan dan bersifat

Perizinan ialah i akan pemerintah guna menjalankan

pengendalian atas eksternalitas negatif yang bisa saja ditimbulkan oleh kegiatan
sosial maupun kegiatan yang menyangkut perekonomian. lIzin juga sebagai
instrument guna dalam perlindungan hukum atas kepemilikan atau
penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrument pengendalian  perizinan
membutuhkan rasionalitas yang jelas dan termaktub dalam wujud peraturan

pemerintah sebagai sebuah pedoman. (Sutedi, 2011, p. 5)

17



Izin sebagai suatu ketetapan pada hakikatnya ialah tindakan hukum sepihak
sesuai dengan kewenangan publik yang memperkenankan ataupun
memperbolehkan berdasarkan hukum badan hukum/seseorang untuk melakukan
suatu aktivitas. lzin sebagai nerma penutup.disemogakan-dapat mengendalikan
setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan undang-undang yang
telah ditetapkan. Hal ini menjadi:tugas: dan/wewenang pemerintah demi menjaga
ketertiban serta keamanan yang mana ialah tugas standar yang hingga sekarang ini
masih tetap dipertahankan. (Utama, 2007, p. 88)

Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau
perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin,
yang memiliki-kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. Dalam literatur
hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan
peristilahan perizinan. Dalam_literatur hukum_ administrasi-Belanda, ditemukan
penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan
perizinan, antara lain: izin (vergunning), persetujuan (toestemming), kebebasan
(oktheffing), pembebasan (vrijstelling), pembatasan  dan kewajiban (verlog),
kelonggaran/keringanan (dispensatie), .pemberian  kuasa,  persetujuan
(goedkeuring) dan konsensi. (Sushanty, 2020, p. 1)

4.  Teori Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan

Pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada
umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasarnya. Sanksi administrasi yangdapat dikenakan terhadap

pelanggaran perizinan ada beberapa macam vyaitu Paksaan Pemerintahan

18
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(bestuurdwang), Penarikan Kembali Keputusan yang menguntungkan, Pengenaan

Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom), Pengenaan Denda Administratif

(administratif boete). (Raharja, 2014, p. 129)

Meng nasing ing periz ala graturan perundang-

undangan ters : Se : S memperhatikan

inisiatifnya sendiri apakah menggunakan paksaan pemerintahan (bestuurdwang)
atau tidak bahkan menerapkan sanksi lainnya. (Raharja, 2014, p. 129)

Dalam hal telah terjadi pelanggaran perizinan, maka organ pemerintah
sebelum menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintahan (bestuurdwang) harus

mengkaji secara cermat fakta pelanggaran hukumnya. Pada dasarnya (fakta)

19
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pelanggaran tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu (Raharja, 2014, p.
130):

1) Pelanggaran yang tidak bersifat substansial

’
f};
-

5, F 0 E

L5 s

Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial, Pemerintah dapat
langsung menerapkan paksaan pemerintahan (bestuurdwang)

Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat
substansial, dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang
berlaku baik hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait

dengan perizinan yang dimaksud. Termasuk didalamnya yaitu asas-asas umum

20
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pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kepentingan

umum, asas proposionalitas, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam

pengambilan keputusan, serta asas keadilan dan kewajaran.

iﬂ? gai berikut:

r
1) '
: tulis tindakan
Vel
el
2) 4
g jelas tentang
g
3) ’

peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mempunyai
kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tersebut.
4) Ketentuan yang dilanggar jelas
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang atau telah
dilanggar harus tercantum secara jelas dalam surat peringatan.

5) Pelanggarannya harus digambarkan dengan jelas

21
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Fakta keadaan yang sedang atau telah dilanggar sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diungkapkan atau

diuraikan secara jelas.

6)

7)

jelas kriterianya.
8) Pemberian beban tanpa syarat

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa sanksi tidak boleh
digantungkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang belum jelas
kejadiannya di kemudian hari, maka terkait dengan hal tersebut

pemberian beban harus tanpa syarat.
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9) Beban mengandung pemberian alasannya

Sebagai produk hukum Pemerintah (KTUN), maka surat peringatan

harus diberi alasan yang baik dan jelas.

itasan tentang

1. isi us  Bes a (KBBI) adalah

tersebut.

2. Jangka Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tenggang.
Jangka waktu memiliki batasan jatuh tempo.

3. Pemasangan reklame dikenal juga dengan penyelenggaraan reklame,
Penyelenggaraan Reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru
Nomor 50 Tahun 2021 dalam Pasal 1 Ayat (52), “Penyelenggaraan Reklame

adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/ pemasangan/ pembuatan

23
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reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame
dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame”.

4.  Penerapan Sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi administratif, yaitu

Jenis Penelitian ini termasuk dalam jenis atau golongan Penelitian Hukum

Sosiologis (Empiris) (Riau, 2021, p. 7), yaitu teknik pengumpulan data, yang
dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung
terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan
(Syafrinaldi, 2017, p. 15). Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini

bersifat deskriptif analitis. (Riau, 2021, p. 7)
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2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah wilayah Kota

Pekanbaru, tepatnya di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Pekanbaru.

na BAPENDA Kota

diteliti yang
memiliki letapkan dengan
menggunak an mengambil

keseluruhan informa dijadi esponden dal enelitian. Pemilihan

subjeknya i keterkaitan
d v‘ : 21, p.9). Se : in gkan, maka reponden
No. Responden
1 1

Kota Pekanbaru
2 | Kasubbid Penetapan dan 1 1

Verifikasi Bapenda Kota
Pekanbaru
Jumlah 2 2

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2022
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4.  Data dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang
menjadi responden terkait Prosedur Perizinan Usaha Pemasangan Reklame.

(Riau, 2021, p. 10).

26



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

b. Obseravasi
Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka

pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat

<
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data disaji
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7.

Metode
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deduktif, yakni p
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Reklame

tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda,
alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan
komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan
suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada

suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca,
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dan/atau didengar dai suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh

pemerintahan.

Masyarakat Pereklamean Indonesia mendefinisikan reklame sebagai bentuk

pembeli tentang produk, membujuk pembeli untuk membeli sekarang,
dan membujuk pembeli menerima kunjungan penjualan.

c. Reklame pengingat, bertujuan menambah nilai merk pada persepsi
konsumen dengan melakukan inovasi, perbaikan kualitas, dan

penguatan persepsi konsumen.
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d. Reklame bantuan aktivis lain, yang bertujuan membantu memfasilitasi

usaha lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran.

Reklame dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu dari jenis, lokasi

diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk juga
palstik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

4. Rekalme film/slide merupakan reklame yang diselenggarakan
dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun
bahan-bahan lain yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan

dan/atau dipancarkan pada layar atau benda-benda lain di dalam
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ruang yang dibedakan menjadi 2 yaitu dengan suara atau tanpa
suara.

5. Rekalme udara vyaitu reklame yang diselenggarakan dengan

el ‘
ﬁ‘

>

% ja ermanen dan
’
R

5 reklame yang

reklame atau

pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun tidak.
9. Reklame berjalan merupakan reklame yang ditempelkan pada
kendaraan atau benda yang bersifat mobile baik mempergunakan

kendaraan atau dibawa orang.
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10. Reklame baliho merupakan reklame yang terbuat dari papan

kayu/triplek atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tiang atau

konstruksi lain yang sifatnya tidak permanen.

ada didalam

catcher di

RaRATN!

.
k

s )
i
=
<
D
o
@
oy
=
c
>
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5
S

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan

Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang
ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu
jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah atau kota,

pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang
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Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis
pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten atau

kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Reklame sebagai salah satu jenis pajak

kabupaten/kota ¢ Tahun 2009, yang
mulai Indonesia.
(Arisma,

gi yang perlu

2mperkenalkan,
rhatian umum

dilihat, dibaca,

badan yang

bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
d. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan

reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
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e. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk

apa pun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

a) 3. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

c) Peraturan Permerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
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d)

a)
b)
c)
d)

e)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak
Reklame;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

gap tidak wajar,

di atas. Cara

Besarnya biaya pemasangan reklame;
Besarnya biaya pemeliharaan reklame;
Lama pemasangan reklame;

Nilai strategis reklame; dan

Jenis reklame.
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Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya
peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati/walikota

dengan persetujuan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutandengan berpedoman

dikeluarka

AN

biaya/harg 5 : ayaran/ongkos
perakitan, : ara asangan, dan
transportasi ﬂ gkt bangunan reklame
selesai dipan % g ditempat yang
telah diizinkan. NJO pa faktor

a) ' i

b)

c)

d) Jenis reklame yang dipasangkan.
Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR)
adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame
tersebut, berdasarkan keriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk
berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. NSPR di kota Pekanbaru ditentukan

berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan.
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Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR)
adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame

tersebut, berdasarkan keriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk

untuk mendapatkan tarif pajak yang dipandangan sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten
diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda

dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 25%.
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Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan

Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut:

sama den satl akw ang ditetapkan dengan

keputusan ‘bupa : 3 pagian dari bulan
dihitung s nya satu tahun
takwin ke sama dengan
s dibayar oleh

wajib pajak pada sa pa 3 ale un pajak menurut

ketentuan peratura j van ditetapkan oleh
Ly
jak 1

reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota
yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam
lingkup wilayah administrasinya.

Pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh
proses kegitan pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak

ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak
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ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir
perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghipunan data
objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak
ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya-pajak yang terutang, pengawasan
penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 7 angka 1
menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan dalam wilayah kota Peknabaru yang
dilakukan oleh pemilik/penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izin dari
walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pasal tersebut juga menyatakan bahwa
izin yang dimaksud diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat lain
yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang
ditetapkan dengan Peraturan, Walikota. Sebelumiizin diterbitkan oleh Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk, Pemilik/ Penyelenggara atau Kuasanya diwajibkan
membayar dan melunasi Pajak Reklame dan Uang Jaminan Bongkar ke Kas
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Uang Jaminan Bongkar Pemasangan
Reklame ditetapkan sebesar10 %.(Sepuluh persen) dari jumlah ketetapan Pajak.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik
1.  Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi utama dari pemerintah.
Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau
memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istillah

service dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu
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berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke

pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan

tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”. (Dwiyanto, 2002, p. 15)

setiap kegia ile 1 +- : h terhada mlah manusia yang
memiliki ap  kegia : e atu  kumpulan
ataukesatuan, da nawarka as : a tidak terikat pada
suatu produk s

Pasolong

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik. (Pasolong, 2007, p. 128)

Terakhir menurut Kurniawan, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan
(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan. (Kurniawan, 2005, p. 7)
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2. Klasifikasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah dapat diklasifikasikan

kedalam dua golongan utama, yakni pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan

akta kelahiran, akta kematian, paspor dan lain-lain.
b. Pelayanan barang

Pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, seperti:
jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

c. Pelayanan jasa
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Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan

menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa

Negara ya
Negara, 2004

1.

3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas

bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon dan
transportasi lokal.
4.  Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan
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perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan
perumahan murah.

5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari

sebagainya.

3.

krat memiliki
pedoman pelayan
publik.Pedo layanan publik.
Di Indonesiz ﬁ? n 2009 tentang
pelayanan p 5@ an bahwa asas

g

@
T}

<

)

5

>

5

o

c
T

o

penyelenggaraan pelayanan.

d. Kesamaan hak, yakni pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

e.  Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pemenuhan hak harus sebanding
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun

penerima pelayanan.
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Keprofesionalan, yakni pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi
yang sesuai dengan bidang tugas.

Partisipatif, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam

harus dapat

peraturan

waktu sesuai dengan standar pelayanan.
Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Publik perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan

sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta
memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Berdasarkan Keputusan

Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
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Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan

publik yang terdiri dari :

=

Prosedur pelayanan

C.
1.

mengatur hubungan
masyarakat dengan N al ¢ ang memohon izin.
Prinsip izin terkait dala are er o gan perundang-
undangan pen erupa persetujuan
seperti halnya d perbuatan Hukum
Administrasi Negar peraturan berdasarkan

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan
mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan,
memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah
hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya

masyarakat yang memohon izin.
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Perizinan juga merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang
menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme perizinan.
Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan
yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali
memiliki izin terlebih dahulu- dari ‘pemerintah . atau instansi yang berwenang.
Menurut Syafrudin, perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta,
namun mestinya ditopang oleh wewenang yang telah diberiakan kepada pejabat
publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya pemberian
izin pada pemerintah kepada orang atau induvidu dan badan hukum dilaksanakan
melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum
administrasi Negara. (Nurbaningsih, 2017, p. 31)

Dalam perkembangannya, secara yuridis \pengertian=ijin dan perijinan
termaktub dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa. “ijin adalah dokumen yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan
lainnya yang merupkaan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.

Selanjutnya terdapat pada pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa “perijinan
adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu,

baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha”. Dengan demikian
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disimpulkan bahwa perijinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan- kegiatan
yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

Mekanisme perijinan, yakni melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan

keputusan ata fapan yang : administrasi
negara. (Sus

Izin npunyai bebe esal e onsesi, dan lisensi.

legis).
b. Konsesi adalah suatu ijin yang berhubungan dengan pekerjaan yang
besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga
sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh
pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang ijin

(konsesionaris). Menurut H. D. van Wijk, “de consessiefiguur wordt
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vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belangdie de oveheid

niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen”

(bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang

pemerintah lebih ) A0 apa yang dibutuhkan

terhadap masyarakat (Hakim, 2011, p. 22). Pada dasarnya dapat diklasifikasikan

menjadi dua yakni antara lain :
b. Lisensi (license) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan
tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, Izin Prinsip, 1zin

Trayek, SIM dan lain-lain.
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c. lzin (Permit) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan
dan kualitas ruang, misalnya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang,

misalnya SITU, lingkungan, misalnya AMDAL, HO, konstruksi

keputusan tata 1a e 3 ';_ aha jara, tersebut berisi
pengaturan mengenai ke apat ata of; pat dilakukan oleh
masyarakat.

memerlukan iliki orga i yang disel i okrsi pemerintah

sebagai keseluruhan oreganisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas
negara dalam berbagai unit organisasi pemerinah, yang menjalankan tugas-tugas
negara dan berbagai unit organisasi pemerintah (departemen/lembaga
nondepartemen baik di pusat maupun di darah) dan Pemda. Ada 3 (tiga) kategori
organisasi birokrasi. Kategori yang pertama adalah birokrasi pemerintahan umum

yang menjalankan fungsi pengaturan. Kategori kedua adalah birokrasi yang
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memberikan pelayanan umum. Kategori yang ketiga dalah birokarsi pembngunan,
yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang khusus untuk

mencapai tujuan pembangunan, seperti organisasi pemerintah yang bergerak di

antara hukum

penyimpangan

at deklaratoir,

laku bagi kasus

dispensasi, jiin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian
semcam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi
tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan,
kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang

merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang

pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat
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menimbulkan masalah pilitik dan social yang cukup rumit, oleh
karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan

kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon,

1.
memberikan
dispensasi
2. Uthr
elarang suatu
perbuatan t yerbolehkannya, asal
saja diadaka sing 5 al konkrit maka
perbuatan ad ebut yang bersifat

3.

undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari
pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk
memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur
dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara

yang bersangkutan.
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4.  Sjachran Basah
Perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan

dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana

diteapakan oleh ke

mewujudka

(DPMPTS

a.
perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi
sesuatu yang istimewa (relaxation legis).

b. Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk

menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan
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suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu

perusahaan denngan izin khusus atau istimewa.

c.  Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar
dimana kepentingan umum terlibat .erat sekali sehingga sebenarnya
pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak
penyelenggaraannya kepada 'konsesionaris (pemegang izin) yang bukan
pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berbentuk Kontraktual atau kombinasi
antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban
serta syarat-syarat tertentu.

Menurut Mr.N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan
pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan
perundang undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan-apa yang dikatakan
oleh Spelt dan Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat
melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau
suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian,
pemerintah mengingatkan perannya dalam.kegiatan yang dilakukan oleh orang
atau pihak yang bersangkutan. (Pudyatmoko, 2009, pp. 7-8)

Izin juga dapat diartikan sebagai keputusan suatu organ pemerintah dalam
suatu peristiwa konkret, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan.
Biasanya izin lahir setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan
untuk itu. Dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” Ridwan Hr mengutip

pendapat Bagir Manan yang menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu
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persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum

dilarang. (HR, 2006, p. 93)

setiap segi

Seba meng L DE ang ada dapat
dilaksanakan sesuai : _.‘::' hingga pat penyalahgunaan
izin yang te e : a la an_ini dapat disebut

juga sebagai

1.

insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi
keputusan tersebut dapat pula menjadi (sekaligus sumber korupsi) bagi
pembangunan. Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh
tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya
dimasukkan sebagai income daerah, maka hal ini tentu akan memberi dampak

negatif bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan
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dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit,
dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga
bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan bagi sosial ekonomi daerah. Dengan
demikian, baik buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat
ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah,
cepat, dan transparan prosedur.pemberian perizinan, maka semakin tinggi potensi
perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan.
2. Fugsi keuangan

Perizinan ini menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi
dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontrapretasi berupa retribusi
perizinan. Karen negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi
perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Penarikan
retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang
dan atau peraturan daerah. Hal ini. untuk menjamin bahwa hak-hak dasar
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tidak terlukai karena
penarikan retribusi perizinan yang sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar
hukum. Hal itu karena retribusi perizinan juga menjadi sumber pendapatan yang
membiayai pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan
pemerintah kepada masyarakatnya. Meskipun demikian, pemerintah harus
memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung
pembangunan, serta pertumbuhan sosial ekonomi. penetapan tarif retribusi
perizinan tidak boleh melebihi kemampuan masyarakat untuk membayarnya.

Sebaliknya, untuk beberapa aspek strategis yang terkait dengan daya dukung
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lingkungan dalam pembangunan, tarif retribusi perizinan tidak boleh juga terlalu

murah dan mudah menyebabkan kerusakan.

3. Pengaturan

pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh
pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua
sisi yakni (Sutedi, 2011, p. 200):

a. Dari pemerintah.

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:
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1) Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang

termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam

praktiknya atau tidak ada sekaligus untuk mengatur ketertiban.

panyak pula

yaitu untuk

h.sebagai berikut:

undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yakni antara lain :

a.  Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas
tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin HO, dan lain-lain.
b.  Mencegah bahaya lingkungan, misalnya izin penebangan, izin usaha

industri, dan lain-lain.
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c.  Melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin ingin membongkar
monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang

peninggalan terpendam, dan lain-lain.

lahan_a batas, misalnya izin

L LIS '@%
£
"

pemerintahan

Jan pilar utama

peraturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat
melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang.
Tanpa adanya wewenang, maka tidak dapat dibuat suatu keputusan yuridis

yang bersifat konkret.
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Izin Sebagai Bentuk Ketetapan
Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak

hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan

&
o~ ¢ ketetapan. Sesuai
v _
tapar i merupakan ujung

yang tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis
dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh
pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai
ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku

pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

(Ridwan, 2018, p. 211)
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Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari
berbagai pendapat pakar, dapat disarikan sebagai berikut : (1) persyaratan,

(2) hak dan kewajiban, (3) tatacara (prosedur), (4) jangka waktu

’ yang saat itu
dipimpin : D 0 erah ini  terus

berkemban C /as ¢ 0 ' aktu berubah

tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan
dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau
Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari
luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar
berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan

lainnya.
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Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan
penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi
Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi
silang baik dari-pedalaman-Tapung maupun pedalaman_Minangkabau dan
Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute
Teratak Buluh (Sungai Kelulut),<Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah
yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura.
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap = di Senapelan,
beliau membangun Istana di Kampung Bukit ‘dan diperkirakan Istana tersebut
terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif
membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian
usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali
yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi
pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21
Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya
yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah,
penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat

Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan
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Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk
Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan

jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai
Kota Kecil.

7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959
Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
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10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan

Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17

propinsi hai
mengirim surat k epada Guber ¢ StUs 1958 No. Sekr.

15/15/6.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar
pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa
Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut,
maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota
Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam

Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan
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No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau
sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia
Interdepartemental, karena pemindahan ibukota:dari Tanjungpinang ke Pekanbaru
menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah
dibentuk suatu badan di Pekanbaru’yang diketuar oleh Penguasa Perang Riau
Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama
mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung
pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara
persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur
pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr.'S. M. Amin digantikan oleh"Letkol Kaharuddin
Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari
1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka
dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km2 yang
kemudian bertambah menjadi 62.96 km2 dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan
Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah
menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah
446.50 km2.

Sesuai dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan

peningkatan kegiatan penduduk di segala sektor, sehingga meningkatkan tuntutan
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dan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan fasilitas dan utilitas perkotaan
serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang

Perda Kota Pekanbaru
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame di Kota

Pekanbaru

Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu sektor dalam penerimaan
keuangan daerah, sehingga perlu-dilakukan pengaturan agar penerimaan keuangan
daerah menjadi optimal. Tetapi meskipun telah ada peraturan di daerah yang
mengatur tetapi penyelenggaraan reklame seringkali melanggar aturan yang
ditetapkan. Pada tahun 2020 jumlah reklame terdata sebanyak 1066 dan pada
tahun 2021 terdata sebanyak 315 OPWP. Maraknya penggunaan reklame yang
tidak memiliki-1zin tayang di Kota Pekanbaru menjadi sorotan publik. Hal ini
disebabkan karena banyaknya pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh
penyelenggara reklame. seperti pemasangan reklame berupaPapan Nama Toko
(PNT), LED, hillboard, Spanduk dan berbagai jenis reklame isidentil yang tidak
tertib baik karena tidak memiliki 1zin ataupun reklame berizin namun melewati
batas masa izin aktif tayang dan dibiarkan berdiri.tanpa memperpanjang masa
izinnya. Saat ini pada tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah
menertibkan 120 lebih tiang dan objek reklame ilegal. Ratusan tiang reklame
ilegal ini akan dilelang.

Jumlah reklame yang tidak memiliki izin dan melanggar Peraturan Walikota
Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di

Kota Pekanbaru terkait pelanggaran tempat, ukuran dan waktu digolongkan ke
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dalam bentuk reklame ilegal. Saat ini masih banyak penyelenggara reklame yang
memasang reklame tanpa mendapat izin dari pemerintah Kota Pekanbaru atau
dengan tidak mengikuti prosedur yang sah dan banyak penyelenggara reklame
yang memanfaatan pramasi berbasis online.agar tidak dikenakan pajak sehingga
menyehabkan menurunnya angka pemanfaatan reklame secara langsung di Kota
Pekanbaru khususnya di era pandemi‘Covid:19 sekarang.

Dampak yang diterima oleh Kota Pekanbaru akibat maraknya penggunaan
reklame secara ilegal yang dilakukan pihak penyelenggara reklame secara kucing-
kucingan membuat penerimaan pajak Kota Pekanbaru menjadi tidak efektif, selain
itu visual keindahan tatanan Kota Pekanbaru' tidak lagi terlihat indah akibat
banyaknya reklame selebaran yang ditempel di pohon-pohon. pinggiran jalanan
kota. Sehinga bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan
terkendali  serta  meningkatkan pelayanan, | kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru maka perlu diterbitkan regulasi,
bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan sesuai dengan tingginya
laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam.maka diperlukan penataan
penyelenggaraan reklame secara.terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien maka
Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru menjadi landasan yang mengatur
tentang penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Banyak faktor yang menjadi penyebab banyak berdirinnya reklame ilegal di

Kota Pekanbaru, seperti sulitnya pengurusan perizinan di dalam penyelenggaraan
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pendirian reklame, kualitas pelayanan yang rendah, dan kurangnya kesadaran
penyelenggara reklame mengenai wajib IMB untuk reklame yang menempel pada
bangunan ataupun reklame yang membutuhkan tiang dan izin penyelenggara
untuk legalitas penayangan iklan, karena faktor-faktor tersebut sehingga masih
banyaknya ditemukan reklame yang berdiri tanpa izin/ilegal.

Dari hasil Penilitian, . Bapenda: menuturkan terdapat berbagai bentuk
pelanggaran prosedur perizinan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru, yang
menimbulkan keresahan dalam tata ruang Kota Pekanbaru. Pelanggaran pertama
yaitu, Pelaku pemasang reklame ilegal ini memasang reklame di tempat-tempat
yang dikategorikan “Kawasan Bebas Reklame” yang dimuat dalam Peraturan
Walikota Keota* Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Reklame di Kota Pekanbaru dalam Pasal 3 Ayat (2), yang dimaksid dengan
“Kawasan Bebas Reklame” adalah: “Kawasan bebas reklame adalah kawasan
yang tidak dibenarkan dipasang reklame”. Pelaku pemasang reklame illegal
terang-terangan memasang reklame bahkan dengan ukuran yang sangat besar di
kawasan yang telah ditentukan eleh pemerintah bahwa Kawasan itu merupakan
“Kawasan Bebas Reklame”. Tidak tanggung-tanggung, Pelaku memasang
reklame dengan tiang besi dengan ukuran yang sangat besar. Hal ini tentunya
menjadi bentuk pelanggaran yang sangat meresahkan. Namun pelanggaran ini
terus terjadi secara berulang bahkan dilakukan oleh Pelaku yang sama. Hal ini
dituturkan oleh Bapak Mayu Indera Feriadi, SE, MM selaku Kabid Pajak Daerah

I1 Bapenda Kota Pekanbaru sebagai berikut:
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“Reklame illegal ini pak, dipasang di tempat-tempat yang ramai orang
berlalu-lalang atau yang biasa kita katakan di tempat-tempat umum.
Reklame yang dipasang itu ukurannya besar sekali, sangat fantastis. bisa
setinggi gedung. Besi kerangka reklameritu besar sekali lebih besar dari
tiang listrik kadang. Itu mereka pasangnya gak kira-kira. Memang sengaja di
pasang di kawasan bebas-reklame: Karena,kawasan itu kan milik pemerintah
ya, bukan perseorangan pribadi, sehingga dia tidak perlu bermasalah dengan
orang pribadi. Bahkan pelaku reklame illegal ini seringnya orangnya sama

terus pak. Pasti itu itu aja orangnya. Karena tim kami sudah mengusut

identitasnya.”

Sumber: Dokumentasi Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2022
Bentuk pelanggaran selanjutnya, Pelaku pemasang reklame illegal ini
memasang reklame di tempat yang tidak yang dia anggap “aman”. Tempat
tersebut yaitu terletak di pinggir jalan, di antara batas tanah pertokoan milik

pribadi dengan tanah milik pemerintah lebih tepatnya dipinggir jalan raya, bahkan
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dipinggir parit/selokan. Hal ini dianggap aman oleh Pelaku pemasang reklame

illegal karena dia tidak perlu membayar biaya sewa pemasangan reklame pada

pemilik toko/ruko. Kemudian dia juga menghindari agar tidak terkena pajak oleh

menghalangi toko, bahkan menutup papan merek toko tersebut, sehingga
tidak terlihat oleh orang-orang bahwa toko itu ada. Bacaan tokonya soalnya

ketutupan reklame tadi. Jadi, pemilik toko serba salah dan terpaksa diam.”
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Dokumentdsi’Béendé Kota Pekanbaru Tahun 2022

Selanjutnya, be

Kota Pekanaru persimpangan antara Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) dengan
Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dan hal ini tentu bersifat melanggar peraturan.
Reklame ini sangat bersifat ironis karena di pasang persis di atas bangunan Pos
Pengamanan Polisi, padahal institusi kepolisian merupakan salah satu pilar
penegak hukum dan ternyata terjadi pelanggaran hukum disana. Bahkan rekimae

yang dipasang tersebut berukuran sangat besar dan berisikan iklan perumahan.
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Berikut bukti dokumentasi dari Bapenda Kota Pekanbaru:

= =
— -~ PEKANBARU
i "”m : §
il ‘
- | — Mulai 10%/®isa diangsur 12X \.; £
19| } jaan/Bulan SEIPZZ

; _‘n'Em i ‘“ g :

2 E;g'}{é‘l‘lbar hun 2022

ryakn' reklame di pasz

mentasi dari-Bapenda Kota nbaru:

ANBA

Sumber: Dokumentasi Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2022
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Bentuk-bentuk Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame di
Kota Pekanbaru ini telah menyita banyak perhatian masyarakat. Melihat

banyaknya reklame yang di pasang di berbagai penjuru Kota Pekanbaru.

B. u Terhadap

Perizinan

sedur Perizinan

anbaru. Aturan

Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame telah
diperbaharui, tapi belum juga mengatur mengenai sanksi tegas atas perbuatan
pelanggaran dalam prosedur pemasangan reklame yang dapat memberikan efek

jera secara efektif kepada Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut.
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Oleh karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi
Pelaku Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame, menyebabkan

terjadinya kekosongan hukum mengenai pelanggaran pemasangan reklame di

’ Reklame ini,

nggaran ini pak. Ini

»y

_— o

Daerah I . | § r J
K a d ¢ x .. I "

g

“-ﬁ rlakukan sanksi

perbuata erfiki jar.denda aja, gampang

itu mah”. Nah b ang, karena gak ada rasa

Kemudian kalo diterapkan sanksi pidana, nah ini dirasa juga gak tepat.
Karena, tindak ada unsur merugikan yang sampai mengancam keselamatan
nyawa dan merugikan masyarakat umum. Jadi, sampai sekrang pemerintah
masih mengalami kebingungan untuk meengatasi permasalahan ini biar si

pelaku jera.”
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Saat ini, pemerintah Kota Pekanbaru hanya melakukan pengawasan dan
penertiban terkait dengan pelanggaran pemasangan reklame. Terhadap pelaku,
Pemerintah melakukan tindakan dengan memberikan surat teguran tertulis atau
Surat Peringatan.(SP-1), yang-berisikan Perintah bahwa si.pelaku harus segera
mencabut atau membongkar reklamenya sendiri. Jika teguran tertulis pertama
tidak diindahkan, maka pemerintah’ kembaliy mengirimkan teguran kedua atau
Surat Peringatan (SP-2). Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengetahui identitas
seluruh pelaku tersebut, sehingga surat peringatan dapat dikirmkan kepada si
pelaku yang melanggar izin pemasangan reklame ini. Biasanya pemerintah Kota
Pekanbaru mengirimkan surat peringatan secara tertulis ini melalui email pelaku.
Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah apabila peringatan tersebut
tidak juga diindahkan yaitu dengan membongkar paksa reklame tersebut.

Pembongkaran dilakukan setelah Pemerintah Kota Pekabaru melakukan
survey dan inventarisir pelanggaran yang terjadi pada berbagai titik yang ada di
Kota Pekanbaru. Tindakan pendahuluan dimulai dengan melakukan pendataan
mengenai yang mana saja reklame yang tidak mengantongi izin dari pemerintah.
Survey dilakukan dalam rentang.waktu 2"(dua) kali dalam satu bulan. Seminggu
setelah survey dilakukan, pemerintah akan langsung membongkar paksa reklame
tersebut dengan bantuan dari Pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban ini.
Pembongkaran paksa reklame ini dilakukan dengan cara memotong batang tubuh
atau tiang reklame dengan menggunakan mesin khusus. Berikut penjelasan Bapak
Ari Dupriyanto, S.lkom selaku Kasubbid Penetapan dan Verifikasi, mengenai

pembongkaran reklame ini :
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“Pelanggar ini terlebih dahulu kami kirimkan surat peringatan pertama
untuk segera mencabut reklamenya. Kalo tidak juga diindahkan, ga ada
itikad baik, kami kirim kembali surat peringatan kedua. Suratnya kami Kirim
via email._Untuk identitas.sudah kami-kantongi terlebih dahulu. Sampai
hafal kami orangnya pak, karena pelakunya pasti itu lagi itu lagi. Kalo gak
juga diindahkan, kami,cbongkar = dengan cara dipotong paksa lagi
reklamenya. Potongnya pake mesin pak, namanya tiang besar ya, dari besi
pulak. Nanti tiangnya kami angkut ke tempat penyimpanan barang lelang.
Tiang-tiang reklame illegal itu nantinya akan kami lelang. Lelang ini
diadakan sekali setahun. Jadi, dikumpulkan dulu dalam setahun ini semua
tiang reklame illegal in1.”

Tiang-tiang reklame yang dibongkar atau dipotong paksa oleh Pemerintah

Kota Pekanbaru yang dlaam, hal ini adalah Bapenda Kota-Pekanbaru, akan di

lelang setiap setahun sekali. Jika pelaku menginginkan tiang reklamenya kembali,

maka ia harus bersabar menunggu hingga pada saat pelelangan tiba dan mengikuti

pelelangan hingga memenangkan pelelangan tersbeut baru dapat megambil

kembali tiang reklame miliknya.

Hingga saat ini, Bapenda Kota Pekanbaru terlus melakukan pengawasan

lapangan terkait pemasangan reklame. Pengawasan lapangan lebih mengarah pada

aspek-aspek kesesuaian dengan syarat-syarat yang diajukan dalam administrasi.

Seperti pada hal dimensi atau ukuran bidang reklame yang terpasang dipinggiran

jalan, aspek ketinggian pemasangan reklame, pesan yang disampaikan pada

bidang reklame yang terpasang, masa ijin tayang reklame, kepemilikan
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penyelenggaraan reklame, kondisi reklame yang terpasang, dan pencantuman
nama perusahaan atau biro reklame. Pengawasan lapangan ini dilakukan untuk
memastikan apakah objek reklame yang tertulis pada surat ijin sudah sesuai
dengan yang ada-dilapangan.-Pengawasan_ini-juga berguna untuk memastikan
kejujuran dari pihak penyelenggara atau pihak wajib pajak itu sendiri. Meskipun
pada dasarnya pengawasan..administrasi’ dan. pengawasan lapangan saling
berkorelasi, namun untuk melakukan penertiban reklame pengawasan lapangan
dianggap lebih efektif dan akurat. Pemimpin selalu memberikan informasi yang
berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai bidang pajak daerah
sehingga para pegawai yang berkaitan langsung dengan bidang pajak daerah
termasuk di dalamnya mengenai bidang pajak reklame dapat melaksanakan
kegiatan kerja mereka dengan lancar dan jelas. Bapenda memilki data yang akurat
dari para wajib pajak mengenai data-data seperti, surat perizinan reklame, surat
pembayaran dan data lainya.

Pengawasan reklame dilakukan oleh pihak Bapenda melalui satgas lapangan
khusus reklame secara langsung, objek pengawasannya adalah reklame dari pihak
penyelenggara. Pengawasan penyelenggara.reklame dilakukan untuk memastikan
apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang
diinginkan. Pengawasan dibutuhkan untuk mengendalikan para wajib pajak yang
mencoba melakukan kucingkucingan mendirikan reklame ilegal untuk tidak
mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Sistem pengawasan harus memperhatikan bidang-bidang dimana

penyimpangan-penyimpangan dari standar ketentuan sering terjadi dan
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mengakibatkan kerusakan paling fatal. Dalam proses pengawasan lapangan lebih
terpusat pada titik-titik strategis, yang mana biasanya para pengusaha selalu
mengiklankan produknya di tempat-tempat yang sering dilewati orang-orang atau
masyarakat agar masyarakat tersebut dapat melihat produk yang mereka iklankan
dengan _jelas. penempatan reklame mengandung nilai strategis yang berdampak
positif kepada pengguna reklame: seperti/ pengusaha dan lainnya. Reklame diatur
sedemikian  rupa agar mendapatkan impact positif. kepada penggunanya,
penempatan reklame sesuai perwako Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan reklame pada Bab IV bagian kedua yang menjelaskan mengenai
penempatan bangunan reklame dengan tujuan untuk menertibkan reklame agar
tidak mengganggu tata ruang kota dan mendapatkan nilai strategis pada
penempatannya sehingga informasi reklame dapat tersampaikan kepada khalayak
umum tanpa mengganggu kepentingan publik.

Satpol PP selaku penegak perwako/perda bekerjasama dengan Bapenda
Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban reklame secara masal di wilayah
kota Pekanbaru terutama reklame liar yang tidak memiliki izin atau reklame yang
dipasang tidak mengikuti peraturan yang terdapat di Perwako Kota Pekanbaru
Nomor 24 tahun 2013. Dari hasil wawancara juga dijelaskan bagaimana teknis
Satpol PP dan Bapenda Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya untuk
menertibkan reklame dengan cara Bapenda melalui satgas mendata reklame yang
menyalahi aturan dan kemudian data tersebut didistribusikan kepada Satpol PP
sehingga Satpol PP bisa bekerjasama dengan Satgas penertiban reklame dari

Bapenda dalam menertibkan reklame di Kota Pekanbaru.
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Bapenda sebagai badan yang memiliki wewenang untuk melakukan teguran
kepada pihak penyelenggara reklame apabila reklame didapati melanggar aturan
yang berlaku sesuai Perwako Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 dan Perwako
Nomor 50 tahun.2021. Teguran. yang diberikan sebanyak.3 kali kepada pihak
penyelenggara yang kurang dalam hal administratif kepada Bapenda Kota
Pekanbaru selaku badan yang-berwenang 'mengeluarkan perizinan penayangan
reklame,teguran deilakukan dengan memberikan limitselama 3'X 24 jam kepada
pihak penyelenggara untuk teguran pertama, jika tidak diindahkan maka diberikan
teguran kedua dengan memberikan limit 3 x 24 jam kepada penyelenggara untuk
melengkapi administratif dan menyesuaikan pemasangan reklame sesuai aturan
yang berlaku, apabila teguran kedua tidak diindahkan maka. diberikan teguran
ketiga dengan sistem yang sama dan apabila masih tidak diindahkan oleh pihak
penyelenggara maka Bapenda berhak membongkar dan mencabut reklame yang
melanggar perwako tersebut.

Tindakan pengawasan yang dilakukan harus bisa menjadi petunjuk. Sistem
pengawasan harus menunjukkan standar tindakan koreksi apa yang seharusnya
dilakukan baik dalam deteksi atau deviast..Dalam pelaksanaan pengawasan para
petugas dan pegawai administrasi harus jeli dalam melihat peluang yang ada,
mampu mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi peluang bagi
wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. dalam pelaksanaan pengawasan,
Badan Pendaptan Daerah Kota Pekanbaru mengetahui strategi-strategi para wajib
pajak untuk menghindari membayar pajaknya sehingga dalam sistem pelaksanaan

pengawasannya pegawai administrasi menunjukkan deteksi-deteksi akan
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terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para wajib pajak sehingga satgas
lapangan meminimalisir masalah yang ada. Pemberian sanksi kepada wajib pajak

yang terlambat membayar pajak dikenakan sanksi sebesar 2%, sedangkan untuk

penyelenggara re ida aff jib ak dikenakan sanksi
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Aturan perundang-undangan yang ada di Kota Pekanbaru hanya sebatas
aturan yang menjelaskan dengan rinci mengenai reklame, objek dan
subjek dalam reklame, kawasan reklame serta pajak reklame. Oleh
karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi
Pelaku Pelanggaran Prosedur Perizinan Pemasangan Reklame,

menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai pelanggaran
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pemasangan reklame di Kota Pekanbaru. Sehingga, perbuatan
melanggar ketertiban umum ini tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak

dapat diproses secara hukum karena tidak ada Undang-Undang yang

nda Kota Pekanbaru
terperinci

Perizinan

penertiban reklame secara masal di wilayah kota Pekanbaru terutama
reklame liar yang tidak memiliki izin atau reklame yang dipasang tidak
mengikuti peraturan yang terdapat di Perwako Kota Pekanbaru nomor

24 tahun 2013.
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B.

Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru harus membuat aturan perundang-

undangan mengenai sanksi bagi pelanggaraan pemasangan reklame,
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